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Abstrak

Berdasarkan hasil penjajagan (observasi) yang penulis lakwkan, dapat diketakui bahwa
pelaksanaan pemungutan Pajok Bumi dan Bangunan di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih
Kabupaten Pangandaran masih belum optimal, hal ini dapat terlihat dari adanva beberapa indikasi
yang menunfukkan gejala tersebut amtara lain petugas pemungut pajak kurang memilili strategi
dalam melakukan pemungutan pajek bumi dan bangunan, pemahaman petugas terhadap etika
perpajakan masih rendah sehingga kurang memberikan dampak positif bagi wajib pajak dalam
membayar pajak dan kurang tertibnva administrasi perpajakan yang menyebabkan target pajak tidak
tercapai. Rumusan masalah penelitian ini adalah  bagaimanakah langkah-langkah dalam
mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan olel petugas pelaksana di Desa Sidamulih
Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam
mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di Desa Sidamulil
Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran dun upaya-upaya apa yang dilakukan unink
mengatasi hambatan dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas
pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandarvan?Penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif-kualitatif Fokusnya adalah penggambaran secara menveluruh
tentang bentuk, fungsi, dan makna unghapan larangan. Lamanya penelitian yang penulis rencanakan
kurang lebih 11 bulan. Informan dalam penelitian ini sebanvak 8 orang. Teknik pengumpulan data
yang akan digunakan adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara).
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu langkah-langkah dalam mengoptimalkan
pemunguian pajak bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan
Sidamulih Kabupaten Pangandaran sudah cukup baik. Hombatan-hambatan vang dikadapi dalam
dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah, belum adanya sosialisasi,
masih kurang merespon keluhan vang disampaikan oleh masyarakat, masih adanya pendidikan
masyarakat vang masih rendah. Upava-upava yang dilakukan yaitu memberikan informasi,
mengmpung setiap aspirasi dari masyarakat dan melakukan pembinaan dan penyuluhan.

Kata kunci : Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

PENDAHULUAN undang- undang. Dengan melunasi pembayaran
Pembangunan nasional adalah kepiatan pajak, berarti seseorang telah berpaartisipasi
yang terus menerus dan berkesinambungan dalam mensukseskan program pemerintah
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan didalam pembangunan disegala bidang dan
rakyat baik materil mauwpun spiritual. Untuk membantu memperlancar usaha pemerintah
dapat merealisasikan tujuan tersebut  perlu untuk melindungi  kepentingan masyarakat,
bariyak memperhatikan masalah  pembiayaan kdrena setiap orang berhak untuk mendapatkan
pembangunan.  Salah  satn usaha  untuk perlindungan dan pelayanan-pelayanan umum
mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau lainnya sebagai kewajiban pemerintah terhadan
negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu warganya.
menggali sumber dana yang berasal dari dalam Pemerintah  wajib  menjaga  keamanan,
negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk ketertiban dan melaksanakan pembangunan,
membiayai pembangunan yang berguna bagi melindungi dan menjamin kescjahteraan bagi
kepentingan bersama. scluruh  lapisan  masyarakat, dan  untuk
Membayar pajak ke kas Negara merupakan memenuhi kewajiban ini, khususnya dalam
kewajiban semua orang sebagai warga Negara rangka pembangunan, pemerintah memerlukan
yang kebijakan hukumnya telah diatur dalam dana yang tidak sedikit. Hal ini sebagaimana
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penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemcrintah Daerah.

Dana untuk Pembangunan Masional
tersebut bisa diperoleh dari sektor pajak. Pajak
merupakan salah satu bagian dari  sektor
nonmigas dan merupakan sumber penerimaan
MNegara yang besar artinya untuk Keuangan
negara selain minyak dan gas alam. Dalam
jangka walkt panjang, minyak dan gas alam
akan habis sebab sumber lersebut tidak dapat
diperbaharui. Satu-satunya sumber yang dapat
dikernbangkan adalah sumber pajak. Oleh
karena itu, pungutan disederhanakan, tarif
diturunkan, kepercayaan diberikan kepada
wajib pajak mulai dari mendaftarkan dird
sebagai Wajib Pajak, menghitung,
memperhitungkan, membayar, serta
melaporkan sendiri besar pajak terutangnya
atau yang lebih sering disebut Self” Assessment
Svstem. Cara ini dibarapkan agar jumlah wajib
pajak bertambah, sehingga jumlah pajak yang
masuk ke dalam kas Negara akan bertambah
pula dan Pembanpgunan Nasional dapat
dilaksanakan dengan lancar,

Pajak, secara konseptual mempunyai dua
fungsi utama, yaitu fungsi budget, dan regulasi.
Fungsi budget berkaitan dengan peranan pajak
dalam menopang semua kegiatan pemenintahan
dan pelayanan publik. Sedangkan fungsi
regulasi berkaitan dengan pajak untuk mengatur
alokasi sumber-sumber ckonomu, stabilitas
ekonomi, distribusi pendapatan bapi berbagai
kelompok masyarakat, dan konsumsi. Dalam
fungsi ini, pajak merupakan salah sato
instrumen  yang  dapat  digunakan untuk
mengatur ekonomi, sehingga dinamika ckonomi
nasional berjalan sesuai yang diharapkan.

Dilihat dari data rincian targel dan
realisasi pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) di Desa Sidamulih Kecamatan sidamulih
Kabupaten Pangandaran, menunjuldkan
ketidaktercapaian target sclama 3 tahun terakhir

yvaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun
2013,

Tabel |
Target dan Realisasi PBB di Diesa Sidamulih
Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran

Mo Tabun Target Realisasi Pm;ﬂ‘;“u
Vi
1 01E 712374300 | 61.230.650 25,54
2 02 71253754 | T0.854.654 B6,72
3 M3 TI25800 ) T4325.810 100,M |

Sumber : Pemerintah Desa Sidamolih, Tabuo 2014

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa
dalam 3 (tiga ) tuhun terakhir hanya pada tahun
2013 penerimaan PBB mencapai target yang
ditetapkan yaitu sebesar Rp. 74.325.810.
MNamun pada tahun 2011 pencapaian target
hanya tercapai sebesar 85.89 % atau dari target
scbesar Rp. 71.274.301 namun yang tercapai
sebesar 61.280.650. Semenlara ilu pada tahun
2012 pencapaian target hanya tercapai sebesar
96.72 % atau dar target sebesar Rp. 73.253.754
yang tercapai hanya sebesar Rp, 70.854.654,
Ketidaktercapaian target penerimaan PBB pada
tahun 2011 dan 2012 dikarenakan belum ada
upaya optimalisasi penerimaan pajak melalui
intensifikasi maupun  ektensifikasi dalam
pemungutan pajak bumi dan bangunan sehingga
petugas sebagai pemungut pajak hanya
mengejar  target vang ditetapkan tanpa
memahami potensi yang ada di tiap dusun serta
petugas kurang memiliki strategi  dalam
pemungutan pajak bumi dan bangunan seperti
petugas  kurang mempertimbangkan  waktu
dalamn pemungutan pajak bumi dan bangunan
padahal rata-rata wajib pajak adalah petani dan
nelayan schingpa pendapatan yang
diperolehnya tidak tentu serta petugas kurang
tegas dalam menindaklanjuti wajib pajak yang
tidak membayar pajak tepat waktu, Selain hal
terscbut  yang menjadi  kendala dalam
pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah
adanya wajib pajak yang berada di luar kota
schingga penerimaan pajak selalu tidak tepat
waktu. Namun pada tahun 2013 menurut
petugas pemungul pajak telah ada upaya yang
dilakukan seperti melakukan pendekatan
dengan masyarakat baik yang ada di desa
maupun di luar desa hal ini ternyata berdampak
pada kesadaran wajib pajak dalam membayar
pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu.

Begitupula  dengan  hasil  penjajagan
{obscrvasi) yang penulis  lakukan, dapat
diketahui  bahwa pelaksanaan pcmungutan
Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sidamulih
Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran
masih belum optimal, hal ini dapat terlihat dari
adanya beberapa indikasi yang menunjukan
gejala tersebul antara lain:

1. Petugas pemungut pajak kurang memiliki
sirategi  dalam  melakukan pemungutan
pajak bumi dan bangunan. Contohnya
petugas kurang memolivasi masyarakal
sebagai wajib pajak untuk membayar pajak
bumi dan bangunan secara tepat waktu
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misalnya dengan memberikan insentif yang

diberikan kepada setiap RW maupun RT

yang warganya dapat membayar pajak bumi
dan bangunan tepat waktu.

2. Pemahaman petugas terhadap etika
perpajakan masih rendah sehingga kurang
memberikan dampak positif bagi  wajib
pajak dalam membayar pajak. Contohnya
petugas pemungut pajak kurang
memperhatikan aspek komunikasi maupun
menjaga  kepeércayaan  yang  diberikan
kepada pemungut pajak karena yang terjadi
sclama ini wajib pajak seperti orang yang
memiliki hutang kepada ncgara schingga
dalam memungat kurang memperhatikan
aspek-aspek kesopanan maupun
keramiahan.

3. Kurang tertibnya administrasi perpajakan
yang menycbabkan target pajak  tidak
tercapai. Contohnya masih adanya kejadian
SPPT ganda schingga hal ini menyulitkan
permungut  pajak  dalam  melakukan
pemungutan pajak serta adanya objek pajak
vang telah dijual namun masih dalam SPPT
masih atas nama pemilik pertama.

Rumusan masalah penelitian ini sebagai
berikut : 1) Bagaimanakah langkah-langkah
dalam mengoptimalkan pemungutan pajak
bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di
Desa  Sidarmulih  Kecamatan  Sidamulih
Kabupaten Pangandaran ? 2} Hambatan-
hambatan apa saja yang dibadapi dalam
mengoplimalkan pemungutan pajak bumi dan
bangunan olch petugas pelaksana di Desa
Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten
Pangandaran ? 3) Upaya-upaya apa yang
dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam
mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan
bangunan oleh petugas pelaksana di Desa
Sidamulih Kecamatan Sidamulih  Kabupaten
Pangandaran?

METODE PENELITIAN
Desain Penelitian

Penclitian  ini merupakan  penelitian
deskriptif-kualitatif. Fokusnya adalah
peliggambaran  gecara  menyeluruh  tentang
bentuk, fungsi, dan makna ungkapan larangan.

Data dan Sumber Data

Informan vyang digunakan scbanyak &
orang vang terdiri dari | (sam) orang Kepala
Desa, 1 (satu) .orang Sekretaris Desa dan 6

(enam) orang Kepala Dusun sebagai Petugas
Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah
1. Study Pustaka (Literature studv)
2. Studi Lapangan:
a. Observasi
b. Wawancara (interview)
Teknik Analisis atau Pengolahan Data
Model analisis data dalam penelitian ini
adalah :
l. Data Reduction (Reduksi Data)
2. Data Display (Penyajian Data)

3. Conclusion Drawing/ Veriication
{Verifikasi Data)
LANDASAN TEORETIS

Optimalisasi

Optimalisasi adalah suatu proscs, cara atau
perbuatan untuk menjadikan sesuatu paling baik
dan paling tinggi. Optimalisasi merupakan
pendekatan normatif dengan mengidentifikasi
penyelesatan terbaik dar suatu permasalahan
yang diarahkan pada tittk maksimum atau
minimum  suatn fungsi  tujuan.  (Zahnd,

2006:200) yaitu berfokus pada akibatnya,

pengarihnya atau efelnya, tepal atau sesuai

untuk mengerjakan sesuatu  dengan  tidak
membuang-buang waktu, tenaga dan biaya,

Selanjutnya Winardi, (1996:368) ukuran
suatu kegiatan atau usaha yang optimal sebagai
berikut:

1. Jumlah hasil vyang dapat dikeluarkan,
artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau
bentuk fisik dari organisasi, program atau
kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari
perbandingan (ratio) antara masukan (input)
dengan keluaran (output)

2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya
ukuran  dalam  efektivitas ini dapat
kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau

banyaknya)  dan dapat  kualitatif
(berdasarkan pada mut),
3. Produk  kreatif, artinya  penciptaan

huburigannya kondisi yang kondusif dengan
dunia  kerja, yang nantinya dapat
menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
Intensitas yang akan dicapai, artinya
memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu
tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa
saling memiliki dengan kadar yang tinggi.
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Pajak Daerah
Pengerlian  pajak  sccara umum  adalab
iuran wajib dari penduduk kepada negara
berdasarkan undang-undang vang
pelaksanaannya  dapat  dipaksakan  tanpa
mendapat  imbalan secara langsung yang
hasilnya digunakan untuk menyelenggarakan
pemerintahan dan pembangunan nasional.
Menurut Wirawan, (2003:4),
menyatakan bahwa -
Pajak adalah iuran kepada nepgara (yang
dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang
wajib membayarmnya menurut peraturan-
peraturan dengan tidak mendapat prestasi
kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan
yang gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran umuim
berhubungan dengan tugas negara yang
menyelenggarakan pemerintahan
Pengertian  pajak  daerah  berdasarkan
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
adalah :
Kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan
Menurut  Undang-Undang  Republik

Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

dijelaskan bahwa;

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak
negary yang sebagian besar penerimaannya
merupakan pendapatan daerah yang antara
lain  dipergunakan untuk penycdiaan
fasilitas  yang juga dinikmati oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
Pajak mempunyai fungsi lain yang secara
garis besar dapat dibagi dua (Mardiasmo,

2002:52), yaitu;

l. TFungsi Budoetair  atau  penerimaan
(Revenwe pielder), yaitu pemungutan pajak
berdasarkan  dengan  tujuan  untuk
memenuhi apa yang diperlukan oleh
Megara, dimanapajak digunakan sebagai
alat untuk memasukkan uang ke kas Negara

(APBN) dan digunakan sebagai dana
pembiayaan pengeluaran Negara.

2. Fungsi Reguler atau mengatur {Economic
tool), yaitu pemungutan pajak didasarkan
dengan  memperhatikan  keadaan sosial
ekonomi dalam masyarakat, dalam hal ini
pajak  digunakan scbagai sarana  untuk
manunjang pelaksanaan kebijakan negara
dalam lapangan ekonomi, sosial atau
menentukan politik perekonomian dengan
sasaran untuk mencapai tujuan  yang
letaknya diluar bidang keuangan.
Kustiawan (2009:50) menyatakan bahwa

terdapat prinsip-prinsip pemungutan :

1. Equity
Prinsip keadilan (Equity) menyatakan,
sedapat mungkin setiap subjek pungutan
hendaknya memikul beban pungutan sesuai
dengan kemampuannya, vwakni sesuai
dengan penghasilan masing-masing yang
dinikmatinya di bawah perlindungan
pemerintah,

2. Certainty
Menurut kepastian hukum  (certaing)
pungutan yang harus dibayar seseorang
hendakntya merupakan sesuatu yang pasti
dan tidak mengenal kompromi.

3. Convenience
Setiap pungutan hendaknya dipungut pada
saat dan keadaan yang paling baik yaitu
disaat wajib pungut yang bersangkutan
mampu membayar atau saaat diterimanya
penghasilan.

4. Economy
Prinsip ecomomy menyatakan bahwa
pemungutan hendaknya dilakukan schemat
mungkin, jangan sampai biaya pemungutan
lebih besar dari penerimaanya sendiri.

5. Productivity
Productivity  ini  dimaksudkan secara
relative berapa besar pungutan yang dapat
dihasilkan yang umumnya disorol oleh para
politikus  dalam rangka mengevaluasi
kinerja pemerintah

6. Visibility

Visibility bersifat ukuran yang dipakai olch

para wajib pungul. berapa besar kenikmatan

yang dapat diperolehnya dari jumlah
pembayaran yang seringkali diekspolitir
oleh politikus,

Pulitical consderation

Political consderation lebih mencerminkan

bagaitnana  pelaksanaan  pajak  harus

b |
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diterima secara politis. Pengenaan pajak
vang tumpang tindih sedapat mungkin
dihindari  sehingga tidak meimbulkan
keluhan bagi masyarakat

Efistensi ekonomt

Suam sistem perpajakan yang baik tentunya
harus dapat menselaraskan dengan sasaran
sehingga pemungutan pajak yang dilakukan
tidak dapat memberikan dampak negatif
kepada masyarakat.

Efisicnsi fiskal
Suatu sistem perpajakam  dikatakan baik
apabila administrasinya maupun

pemenuhan kewajiban perpajakannya oleh
para wajib pajak dilaksanakan dengan biaya
yang sckecil mungkin dan penerimaan
pajak yang cukup besar di lain pihak.

10. Kesederhanaan
Fertimbangan kesederhanaan harus sejalan
dengan  karvakteristik  lainnva  sehingga
membentuk suautu sistem perpajakan yang
baik.

Dengan demikian dalam upaya
optimalisasi pemungutan pajak bumi  dan
bangunan, maka pemerintah harus
memperhatikan prinsip-prinsip dalam

pemungutannya  schingga tidak memberikan
dampak negatif kepada wajib pajak dan tujuan
dari pemungutan pajak bumi dan bangunan
dapat tercapai scsual dengan yang  telah
direncanakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Langkah-langkah dalam Mengoptimalkan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh
Petupas Pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran

Secuai dengan observasi dan wawancara, langkah-langkah dalam mengoptimalkan pemungutan
pajak bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten

Pangandaran,

Berikut ini penulis sajikan rekapitulasi jawaban informan sebagai berikut:

Tabel

Rekapitulasi Jawaban Informan Tentang Langkah-Langkah dalam Mengoptimalkan

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Qleh Petugas Pelaksana

di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran

dimiliki wajib pajak tersebut.

menyatakan sesuai

DIMENST INDIKATOR JAWABAN INFORMAN
Heban tarif pajak disesuaikan ; 5 Sebanyak 3 orang
Prinsip Equity dengan besaran tanah yang Sebanyek 5 orang menyvatakan kurang

scsuai

Petugas dalarn melakukan
pemungutan pajak bumi dan
bangunan sesuai denpan

Sebanyak 4 orang
menyatakan sesuai

Sebanyak 4 orang
menyatakan kurang

CONVENIENCE

awal bulan.

menyatakan sesual

perhitungan vang ada dalam scsual
| SPPT.
Prinsip kepastian | Adanya kejelasan besaran tariff Sebanyak 5 orang
hukum pajak yang harus dibayar f:i“:a{:::n ".mlmb mienyatakan kurang
{certainty) . i IR jelas
Sctiap tari jak ¢
ctiap t rif pungutan pajak Sebanyak 7 orang Sebanyak | orang
didasari dengan ataran yang P menyatakan kurang
harus dibayar ¥ sEsual
Pajak belaku kepada semu
s tf'” i ; FRae perns Sebanyak & orang Tidak ada vrang
golongan masvarakal vang g ; o ko
R menyatakan sesuai menyatakan kurang
Prinisp Perugas memungut pajuk setisp Sebanyak 6 orang Sebanyak 2 orang

Adanya jadwal pemungutan vang
dizcsuaikan denpan kondisi
kemampuan wajib pajak.

Sebanyak 5 orang
menyatakan sesuai

Schanyak 3 orang
menyatakan kuarang

Prinsip economy

Petugas menctapkan skala
prioritas pemunguatan pada wajib

Schanyak 4 orang
menyalakan sesuai

Sebanyak 4 arang

menyatakan kurang
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pajak.

Petugas dalam melakukan
pemungutan tidak melebihi turan
kewajiban yang tertera dalam
SPPT.

Sebanyak 7 orang
menyatakan sesuai

Sebanyak | orang
menyulakan kurang

Petugas tidak menetapkan
adanya biayafiuran tambahan
selain juran wajib.

Sebanyak & orang
menyalakan sesuai

Tidak ada orang
menyatakan kurang

Prinsip
productivicy

Adanya rincian dari beban furan
yang diberikan kepada wajib
pajak.

Scbhanyak 5 orang
wienyatakan sesuai

Sebanyak 3 orang
menyatakan kurang

Adanya keteranpan
pengalokasian pajak secara jelas
kepada wajib pajak.

Sebanyak 7 orang
menyatakan sesuai

Sebanyak | orang
menyalakan kurang

Adanya pengumuman target

pembanpunan yang dirasakan
oleh wajib pajak.

menyatakan sesuai

: el g Sebanyak § orang Tidak ada orang
pajak yang disosialisasi langsung .
T menvatakan sesuai menyatakan kurang
dengan para wajib pajak.
Prisisin vizibili Adanya transparansi pengelolaan | Sebanyak 6 orang Sechanyak 2 orang
P " | pajak yang diketahui wajib pajak. | menyatakan sesuai | menyatakan kurang
Admiya Hpibol bel¥c i Schanyak 4 orang Sebanyak 4 orang

menyatakan kurang

Adanya kejclasan presentase
antara pengelola pajak dengan

Sebanyak 5 orang
menyatakan sesuaj

Sebanyak 3 orang

bagi masyarakat yang telah
membayar pajak

menyatakan sesuai

ki daorab menyatakan kurang o
Phinstp Politicat | v0uryye penskiman daci piogiinsa | ¢ o 50une  FScbunyak S o
: : setempat dalam melakukan :
consideration menyatakan sesuai menyatakan lurang
prmunglian.
Adanya sanksi yang tegas bagi Sebanyak 4 orang Sebanyak 4 orang
yang tidak membayar pajak. menyatakan sesuai menyatakan kurang
Adanya pemberian bukti lunas Sebanyak 6 orang Sebagyah ® orang

menyatakan kurang

kesederhanaan

pembayaran pajak.

menyatakan sesuai

Prinsip cfisiensi Kejelasan data base wajib pajak Sebanyak 7 orang Schanyak | orang
ckonomi sesuai denpan SPPT. menyatakan sesuai menyatakan kurang
Adanya bukti iuran dan Sebanyak 7 orang Sebanyak | orang
wngpakan wajib pajak menyatakan sesuai menyatakan kurang
Petupas pajak melakukan
pencocokan ulang jumah wajib ija“{:t o e Scba.n}'at 4 {;:uang
pajak yang ada. yatakan sesual menyadtakan kurang
Prinsip efisiensi | Petugas melalukan pemungutan | Sebanyak 5 orang Sebanyak 3 orang
fiskal keliling pada wajib paiak menyatakan sesuai menyalakan kurang
Adanya cabang pcrmungutan di Schanyak 3 orang Sebanyak 5 orang
tiap wilayah. menyalakan sesuai menyatakan kurang
Penerapan tertib administrasi Schanyak 4 arang Sebanyak 4 orang
perpajakan menyatakan sesuai menyatakan kurang
Prinsip Kemudahan prosedur Scbanyak 3 orang Sebanyak 3 orang

menyatakan kurang

Adanys informasi secara jelas
kepada masyarakat dalam
pengisian SPT

Sebanyak 4 orang
menyatakan scsuai

Sebanyak 4 orang
menyatakan kurang

Petugas membantu wajib pajak
dialam mengisi dan menghitung
besarnya iuran yang harus
dibayar

Sebanyak 6 orang
menyalakan sesuai

Sebanyak 2 orang
menyatakan kurang

Sumber : Rekapitulasi Hasil Wawancara, 2014
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Optimalisasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan QOlen Petugas Pelaksana
di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran
DEDE KUSMAWAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian di atas, dapat diketahui bahwa langkah-langkah dalam
mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di Desa Sidamulih
Kecamatan Sidamulth Kabupaten Pangandaran sudah cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan
sebagian besar responden memberikan jawaban cukup terhadap indikator-indikator yang di tanyakan
pada hasil wawancara, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah dalam
mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di Desa Sidamulih
Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran sudah dilaksanakan cukup scsuai dengan pendapat
Kustiawan (2009:50) prinsip-prinsip pemungutan pajak bumi dan bangunan,

Hambatan-hambatan yang Dihadapi dalam Mengoptimalkan Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Oleh Petugas Pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten
Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam
mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di Desa Sidamulih
Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran yang antara lain penulis sajikan rekapitulasi jawaban
informan sebagai berikut :

Tabel
Rekapitulagi Jawaban Informan Mengenal Hambatan-Hambatan Apa Saja yang Dikadapi dalam
Mengoptimalkan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Petugas Pelaksana
Di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran

DIMENSI INDIKATOR JAWABAN INFORMAN
Beban tarif pajak disesuaikan Sebanyek 6 orang | Sebanyak 2 orang
Prinsip Equity dengan besaran tanah yang menyatakan ada menyatikan {idak ada
dimiliki wajib pajak tersebut, hambatan hambatan
Petupas dalam melakukan
pemungutan pajak bumi dan Sebanyak 5 orang | Sebanyak 3 orang
bangunan scsuai dengan menyatakan ada menyatakan tidak ada
perhitungan yang ada dalam hambatan hambatan
SPPT.
Prinsip Adanya kejclasan besaran tanf Scbanyak 7 orang | Sebanyak 1 orang
kepastian hukum pajak yang harus dibayar menyatakan ada menyatakan tidak ada
{certainty) hambatan harmbatan
Setiap tarif pungutan pajak Scbanyak 6 orang | Scbanyak 2 orang
didasari dengan aturan yang harus | menyatakan ada menyatakan tidak ada
dibayar hambatan hambatan
Pajak belaku kepada semua Sebanyak 5 orang | Scbanyak 3 orang
golongan masyarakat yang menyatakan ada menyatakan tidak ada
mempunyai tanah hambatan hambatan
Privilis Petugas memungut pajak sctiap Sebanyak 7 orang | Sebanyak 1 orang
: . awal bulan. menyatakan ada menyatakan tidak ada
COOVENIENCS
hambatan hambatan

Adanya jadwal pemungutan yang
discsuaikan dengan kondisi
kemampuan wajib pajak.

Schanyak 6 orang
menyatakan ada
hambatan

Sebanyak 2 orang
menyatakan tidak ada
hambatan

Prinsip cconomy

Petugas menetapkan skala
priaritas pemungutan pada wajib

Schanyak 5 orang
menyatakan ada

Sebanyak 3 orang
menyatakan tidak ada

pajak. hambatan hambatian

Pelugas dalam melakukan

pemungutan tidak melebihi turan SCmeYak 7orang | Sebanyak | b

kewajiban yanyg tertera dalam HEryalakin-gis menyatakun tidak udy
hambatan hambatan

SPPT.

Petugas tidak menetapkan adanya
biayafiuran tambahan selain iuran
wajib.

Sebanyak 7 orang
menyatakan ada
hambatan

Sebatnyak 1 orang
menyatakan tidak ada
hambatan

Prinsip

Adanya rincian dari beban iuran

Sebanyak 6 orang

Schanyak 2 orang,
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productivity yang diberikan kepada wajib menyatakan ada menyatakan tidak ada
pajuk. hambatan hambatan
Adanya keterangan Sebanyak 7 orang | Sebanyak | orang
pengalokasian pajak secara jelas | menvatakan ada menyatakan tidak ada
kepada wajib pajak. hambatan hambatan
Adanya pengumuman target Schanyak 5 orang | Sebanyak 3 orang
pajak yang disosialisasi langsung | menyatakan ada menyatakan tidak ada
dengan para wajib pajak. hambatan hambatan
Adanya transparansi pengelolaan | Sebanyak 6 orang | Sebanyak 2 orang
Prinsip visibility pajak yang diketahui wajib pajak. | menyatakan ada menyatakan tidak ada
hambatan hambatan
Adanya timbal balik berupa Sebanyak 5 orang | Sebanyak 3 orang

pembangunan yang dirasakan

menyatakan ada

menyatakan tidak ada

oleh wajib pajak. hambatan hambatan
Adanya kejelasan prescntase Schanyak 7 orang | Schanyak I orang
antara pengelola pajak dengan menyatakan ada menyatakan tidak ada
pemerintah dacrah hambatan hambatan
Prinsip Political Adanya penekanan dari penguasa | Sebanyak 5 orang | Sebanyak 3 orang
e setempat dalam melakukan menyatakan ada menyatakan tidak ada
pemunguitan, hambatan hambatan
Adanya sanksi yang tegas bagi Sebanyak 7 orang | Sebanyak 1 orang
yang tidak membayar pajak. menyatakan ada menyatakan tidak ada
hambatan hambatan
Adanya pemberian bukti lunas Sebanyak 7 arang | Sebanyak 1 orang
bagi masyarakat yang telah menyatakan ada menyatakan tidak ada .
membayar pajak hambatan hambatan
Dritusipi st K:j:l:_isan data base wajib pajak | Sebanyak 6 orang | Sebanyak 2 orang
e sesuai dengan SPPT. menyatakan ada menyatakan tidak ada
hambatan hambatan
Adanya bukli iuwran dun Sebanyak 5 orung | Sebanyuk 3 urang
tungpakan wajib pajak menyatakan ada menyatakan tidak ada
hambatan hambatan
Petugas pajak melakukan Sebanyak 4 orang | Sebanyak 4 orang
pencocokan ulang jumiah wajib menyatakan ada menyatakan tidak ada
pajak yang ada. hambatan hambatan
Prinsip efisiensi Pefugas mclahlk_s?n pemungutan | Sebanyak 6 orang | Sebanyak 2 orang
fiskal keliling pada wajib pajak menyatakan ada menyatakan tidak ada
hambatan hambatan
Adanya cabang pemungutan di Sebanyak 7 orang | Sebanyak 1 orang
tiap wilayah, menyatakan ada menyatakan tidak ada
hambatan hambatan
Penerapan tertib administrasi Sebanyak 6 orang | Sebanyak 2 orang
perpajakan menyatakan ada menyatakan tidak ada
hambatan hambatan
Prinsip Kemudahan prgsedur Sebanyak 5 orang | Sebanyak 3 orang
Vs sty pembayaran pajuk, menyatakan nda menyatakan tidak ada
hambatan hambatan
Adanva informasi secara jelas Schanyak 4 orang | Sebanyak 4 orang
kepada masyarakat dalam menyatakan ada menyatakan tidak ada
pengisian SPT hambatan hambatan

Petugas membantu wajib pajak
dalam mengisi dan menghitung
besarmya iuran yang harus
dibayar

Sebanyak 3 orang
menyatakan ada
hambatan

Sebanyak 3 orang
menyatakan lidak ada
hambatan
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Uptimausas: Pelaksanaan Pemunguian Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Petugas Pelaksana
di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran
DEDE KUSMAWAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden diperoleh keterangan bahwa [aktor-faktor yang
menjadi hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut
l. Belum adanya sosialisasi oleh petugas pemungut pajak bumi dan bangunan yang semestinya
dilakukan sebelum pemungutan PBB tersebut dilaksanakan sehingga hasil pemungutan PBR
belum dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target yang ditetapkan
Masih kurang merespon keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dengan baik schingga pesan
yang disampaikan belum mampu memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada petugas
pemungut pajak dalam melakukan pemungutan PBB
3. Masih adanya pendidikan masyarakat yang masih rendah schingga pemahaman terhadap tata cara
pengisian dan penghitungan pajak bumi dan bangunan masih rendah yang menycbabkan pada
rendabinya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.

i

Upaya-upaya yang Dilakukan wuntuk Mengatasi Hambatan dalam Mengoptimalkan
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Petugas Pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan
Sidamulih Kabupaten Pangandaran

Setelah penulis melakukan wawancara dengan informan mengenai upaya-upaya yang dilakukan
dalam mengatasi hambatan dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh
petugas pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. diperoleh
keterangan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara
tain:

Tabel

Rekapitulasi Jawaban Informan Mengenai Upaya Untuk Mengatasi Hambatan
dalam Menpoptimalkan Pemunputan Pajak Bumi dan Bangunap Oleh Petupas Pelaksana

di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran

DIMENSI INDIKATOR JAWABAN INFORMAN
Beban tarif pajak disesuaikan Sebanyak 6 orang | Sebanyak 2 orang
Prinsip Equity dengan besaran tanah yang menyatakan ada menyatakan tidak
dimiliki wajib pajak tersebut, upaya ada upaya

Petugas dalam melakukan
pemungutan pajak bumi dan

Sebanyak 5 orang

Sebanyak 3 orang

bangunan sesuai dengan menyatakan ada menyatakan tidak
perhitungan yang ada dalam upaya ada upaya
SPPT.
Prinsip kepastian Adanya kejelasan besaran tarif Sebanyak 7 orang | Sebanyak | orang
hukum pajak yang harus dibayar menyatakan ada menyatakan tidak
(certainty) upaya ada upaya
Setiap tarif pungutan pajak Sebanyak 6 orang | Sebanyak 2 orang
didasari dengan aturan yang harus | menyatakan ada menyatakan tidak
dibayar upaya ada upaya
Pajak belaku kepada semua Scbanyak 5 orang | Scbanyak 3 orang
golomgan masyarakat yang menyatakan ada menyatakan tidak
mempunyai tanah. upaya ada upaya
Prini Petugas memungut pajak sctiap Schanyak 7 orang | Sebanyak 1 orang
rinisp :
e awal bulan, menyatakan ada menyatakan tidak
upaya | ada upaya

Adanya jadwal pemungutan yang

Schanyak 6 orang

Sebanyak 2 arang

disesuaikan dengan kondisi menyatakan ada menyatakan tidak
kemampuan wajib pajak. upaya ada upaya

Petugas menetapkan skala Sebanyak 5 orang | Schanyak 3 orang

Prinsip cconomy pricritas pemungutan pada wajib menyatakan ada menyatakan tidak
pajak. upaya ada upaysa

Petugas dulam melakukan Scbanyak 7 orang | Scbanyak I orang

pemungutan lidak metebili juran
kewajiban yang tertera dalam
SPPT.

renyatakan ada
upayd

menyatukan lidak

ada upaya
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kepada masyarakat dalam
pengisian SPT

menyatakan ada

upaya

¢, Petugas tidak menetapkan adanya | Sebanyak 7 orang Sebanyak 1 orang
biaya/iwran tambahan sclain iuran | menyalakan ada menyatakan tidak
wajib. Upuya ada upaya
Btk a.  Adanya rincian dari beban iuran Scbanyak 6 orang | Sebanyak 2 orang
. yang diberikan kepada wajib menyalakan ada menyatakan tidak
productivily pajak. upaya ada upaya
b. Adanya keterangan Sebanyak 7 orang | Sebanyak 1 orang
pengalokasian pajak secara jelas | menyatakan ada menyatakan tidak
kepada wajib pajak. upaya ada upaya
c. Adanya pengumuman target Sebanyak 5 orang Sebanyak 3 orang
pajak yang disosializasi langsung | menyatakan ada menyatakan tidak
dengan para wajib pajak. upaya ada upaya
a.  Adanya transparansi pengelolaan | Sebanyak 6 orang | Sebanyak 2 orang
Prinsip visibility pajak yang diketahui wajib pajak. | menyatakan ada menyatakan tidak
upaya ada upaya
b,  Adanya timbal balik berupa Sebanyak 5 orang Schanyak 3 orang
pembangunan yang dirasalkan menyatakan ada menyatakan tidak
oleh wajib pajak. upaya ada npaya
c. Adanya kejelasan presentase Sebanyak 7 orang | Sebanyak 1 orang
antara pengelola pajak dengan menyatakan ada menyatakan tidak
pemerintah daerah upaya ada upaya
Prinsip Political 4. Adanya penckanan dad penguasa | Schanyak 5 orang Sebanyak 3 orang
NS ey setempat dalam melakukan menyatakan ada menyatakan tidak
pemungulan. upaya ada upava
b. Adanya sanksi yang legas bagi Schanyak 7 orang Sebanyak 1 orang
yang tidak membayar pajak. menyatakan ada menyatakan tidak
upaya add upaya
c. Adanya pemberian bukii lunas Sebanyak 7 orang | Sebanyak 1 orang
bagi magyarakat yang telah menyatakan ada menyatakan tidak
membayar pajak upaya ada upaya
Prinsip efisiensi a. Kr.jclgsan data base wajib pajak Scbanyak 6 orang | Sebanyak 2 orang
Seonaiil sesuai dengan SPPT, menyatakan ada menyalakan lidak
upaya ada upaya
b.  Adanya bukti iuran dan Schanyak 5 orang | Sebanyak 3 orang
wnpgakan wajib pajak menyatakan ada menyatakan tidak
upaya ada upaya
e. Petugas pajak melakukan Sebanyak 4 oranp Sebanyak 4 orang
pencocokan ulang jumah wajib menyatakan ada menyatakan tidak
pajak vang ada. upaya ada ypaya
Piiisip efisicns] a. Petrl.l.lgas mela]mk_gﬂ penmngutan Sebanyak 6 orang | Sebanyak 2 orang
fiskal keliling pada wajib pajak menyalakan ada menyatakan tidak
upaya ada upaya
b. Adanya cabang pcmungutan di Schanyak 7 orang Sebanyak 1 orang
tiap wilayah. menyatakan ada menyatakan tidak
o upaya ada upaya
¢.  Penerapan tertib administrasi Sebanyak 6 orang | Schanyak 2 orang
perpajakin menyatakan ada menyatakan tidak
upaya ada upaya
Bkt a. quudahan prosedur pembayaran | Sebanyak 5 orang Sebanyak 3 orang
P — pajak. menyatakan ada menyatakan tidak
upaya ada upaya
b, Adanya informasi secara jelas Sebanyak 4 orang | Sebanyak 4 orang

menyatakan tidak
ada upaya’

Petugas membantu wajib pajak
dalam mengisi dan menghitung
besarnya iuran

Schanyak 5 orang
menyatakan ada

upaya

Scbanyak 3 orang
menyatakan tidak
ada upaya
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Crptimealisasi Felsksanaar Femunguian Paiak Bumi dan Bangunan Cizh Petugas Pelaksana

di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih. Kabupaten Pangandaran
DEDE KUSMAWAN

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa upaya-upaya untuk mengatasi hambatan
dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di Desa
Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. adalah sebagai berikut :

4. Memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat dengan melakukan pendekatan-pendekatan
terhadap masyarakat dalam suasana yang lebil akrab schingga masyarakat lebih mudah untuk

menerima pesan yang disampaikan

5. Menampung setiap aspirasi dari masyarakat sehingga diketahui harapan yang diinginkan

masyarakat.

6. Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat schingga target pencrimaan pajak
bumi dan bangunan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Sctelah  penulis  melakukan penclitian
seperti dalam baba sebelumnya, selanjutnya
penulis membuat suatu  kesimpulan  dalam
penelitian ini sebagai berikut :
Langkah-langkah dalam mengoptimalkan
pemungutan pajak bumu dan bangunan olch
petugas  pclaksana  di  Desa  Sidamulih
Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran
sudah cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan
dengan sebagian besar responden memberikan

jawaban cukup terhadap indikator-indikator

yang di tanyakan pada hasil wawancara, dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa langkah-
langkah dalam mengoptimalkan pemungutan
pajak bumi dan bangunan oleh petugas
pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan
Stdamulih  Kabupaten Pangandaran  sudah
dilaksanakan,

Hambatan-hammbatan yang dihadapi dalam
dalam mengoptimalkan pemungutan pajak
bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di
Desa  Sidamulih  Kecamatan  Sidamulih
Kabupaten Pangandaran adalah belum adanya
sosialisasi oleh petugas pemungut pajak bumi
dan bangunan yang semestinya dilakukan
sebelum pemungutan FPBB tersebut
dilaksanakan sehingga hasil pemungutan PBB
belum dapat dilaksanakan secara optimal sesuai
dengan target yang ditetapkan, masih kurang
merespon  keluhan  yang  disampaikan  oleh
masyarakat dengan baik sehingga pesan yang
disampaikan  belum  mampu memberikan
keyakinan dan kepercayaan kepada petugas
pemungut pajak dalam melakukan pemungutan
PBE dan masih adanya pendidikan masyarakat
yang masih rendah schingga pemahaman
terhadap tata cara pengisian dan penghitungan
pajak bumi dan bangunan masih rendah yang
menyebabkan  pada  rendahnya  tingkat
kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam
mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan
bangunan oleh petugas pelaksana di Desa
Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten
Pangandaran antara pelaksanaan program
sclanjutnya yaitu memberikan informasi secara
jelas kepada masyarakat dengan melakukan
pendekatan-pendekatan  terhadap  masyarakat
dalam suasana yang lebih akrab sehingga
masyarakat lebih mudah untuk menerima pesan
yang disampaikan, menampung setiap aspirasi
dari masyarakat sehingga diketahui harapan
yang diinginkan masyarakat dan melakukan
pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat
sehingga target penerimaan pajak bumi dan
bangunan dapat tcrcapai sesuai dengan yang
diharapkan.

Saran
Adapun saran yang ingin penulis

sampaikan dalam penclitian ini adalah scbagai

berikut :

1. Scbaiknya kepala desa melakukan
pembinaan secara mtin kepada petugas
pemungut pajak sehingga petugas dapat
memiliki kemampuan dalam melaksanakan
pemungutan pajak bumi dan bangunan.

2. Petugas pemungut pajak sebaiknya dapaat
melakukan  berbagai  upaya  seperti
mendatangi masyarakat dalam memberikan
penyuluhan maupun pengarahan schingga
wawasan dan pengetahuan masyarakat
lebih  meningkat schingga keterbukaan
masyarakat sechingga penerimaan pajak
bumi dan bangunan dapat meningkat.

3. Secbaiknya wajib pajak lebih sadar dalam
membayar  pajak bumi dan  bangunan
mengingat pajak bumi dan bangunan akan
bermanfaat bagi kelangsungan kegiatan-
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan
oleh pemerintah,
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